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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pergeseran antar rincian objek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran
antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5} dan ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun
Anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang
apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, perii
ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan angka V.11 Lampiran 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020, dinyatakan Dalam hal penganggaran
pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun Anggaran 2020 tidak
sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan Rencana
Kegiatan yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujian
dari K/L, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian
atas penetapan pagu alokasi berdasarkan Rencana
Kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
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perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020, perlu ditindaklanjuts;

. bahwa berdasarkan angka V.26 Lampiran [ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020, antara lain dinyatakan Penyediaan
anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana
alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian
bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan
bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat
memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa
Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya,
melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga dan/atau
melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan
yang kurang mendesak dapat dilaksanakan dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020, perlu ditindaklanjuti;

. bahwa berdasarkan angka V.41 Lampiran [ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020, dinyatakan Dalam hal Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait
dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaul Tahun Anggaran 2019 sesual peraturan
perundang-undangan atau akibat putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) maka
harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan
dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, perlu
ditindaklanjuti

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dalam keadaan darurat,
Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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g. bahwa Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.156/11/2020

tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2020 tanggal 11
Februari 2020 perlu ditindaklanjuti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hurufl b, huruf ¢, huruf d, huruf e, hurul
dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [ Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655 );

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019
Nomor 12j;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan
Lampiran V Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Il dan Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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9. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V
Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2019 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. !
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR RIAU,
ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 4

Disalinkan tanggal 6 April 2020
__-Salinan Sesuai Dengan Aslinya
.t P “Kepala Biro Hukum

Y YJARDHANI, SH. MH

- \E'/ffembina Tingkat I
AP, 19650823 199203 2 003
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